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BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 55

TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nornor:

HK.01.07/Menkes/2539/2020 Tentang Pemberian Insentif

Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang

Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19),

menyatakan adanya perpanjangan pembayaran insentif

tenaga kesehatan sampai dengan bulan Desember dan

dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badari Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Nomor PR.04.01/1/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020

perihal Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif

untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d Bulan Desember

2020 Gelombang VI, Pemerintah Kabupaten Banyumas

mendapatkan alokasi Dana BOK Tambahan Gelombang VI

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.552.200.477,00

(Enam milyar lima ratus lima puluh dua juta dua

ratus ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)



yang merupakan perkiraan alokasi sampai bulan

Desember 2020 sebagai Insentif Tenaga Kesehatan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daaerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009

Nomor 4 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 33);

25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor

55). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

2020 Nomor 67);

- 5 -



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran-Lampiran Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 55), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

BanyumasTahun Anggaran 2020 (BeritaDaerah Kabupaten Banyumas Tahun

2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

a. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini;

b. Lampiran la diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran la yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini;

c. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 8 DEC 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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